
NOTULA PERTEMUAN LANJUTAN 
PENYUSUNAN RANCANGAN PERATURAN GUBERNUR SUMATERA UTARA TENTANG 

RENCANA AKSI PENGELOLAAN PERIKANAN BERKELANJUTAN 
 
Hari/ Tanggal : Rabu/ 23 April 2025 
Tempat : Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Sumatera Utara 
No. Undangan : 500.5.2/220/DISKP/IV/2025 (Lampiran 1) 
Agenda : Agenda tentatif dilampirkan (Lampiran 2) 
Jumlah peserta : 27 orang (20 orang hadir luring dan 7 orang daring) (Lampiran 3) 
Notulis : Rosida Idriss dan Prawira Atmaja Tampubolon 
 

Pertemuan ini merupakan pertemuan lanjutan pembahasan Rencana Aksi Perlindungan 
dan Pengendalian Penangkapan Perikanan Cumi yang Berkelanjutan di Perairan Pantai Timur 
Sumatera Utara. Pertemuan dibuka oleh Ibu Jenny Masniari (Kepala Bidang Perikanan Tangkap) 
dan mengundang seluruh kota dan kabupaten di Sumatera Utara yang bersinggungan dengan 
pantai timur Sumatera Utara untuk secara aktif berkontribusi dalam pembuatan rencana aksi ini. 
Rencana aksi ini penting untuk memperkuat daya saing komoditas hasil perikanan cumi di pasar 
global, terutama untuk memenuhi pasar yang berwawasan lingkungan, sehingga perlu 
diimplementasikan pengelolaan perikanan cumi yang berkelanjutan dan kelestarian 
sumberdaya ikan. 

Pertemuan dilanjutkan dengan pemaparan oleh Bapak Prawira Atmaja tentang harvest 
strategy dan harvest control rule dalam pengelolaan perikanan, Rencana Aksi Pengelolaan 
Perikanan Berkelanjutan (RAPPB) di Sumatera Utara, dan Rencana Aksi Perlindangan dan 
Pengendalian penangkapan Cumi Berkelanjutan di Pantai Timur Sumatera/Perairan Belawan 
yang kemudian dilanjutkan pemaparan tentang update program perbaikan perikanan cumi 
Medan oleh Ibu Rosida Idriss (Lampiran 4). Dalam pemaparan ini, beberapa poin yang 
disampaikan adalah: 

• KepMen KP tentang RPP WPP 571 seharusnya sudah ada peninjauan kembali setelah 
lima tahun sejak dikeluarkan, namun hingga saat ini belum ada KepMen KP yang 
menggantikan 

• Mengingat lingkup yang relatif kecil, disarankan oleh Direktorat PSDI Jakarta untuk 
mengatur pengelolaannya dalam Rencana Aksi yang dikeluarkan oleh Pemerintah 
Provinsi Sumatera Utara, seperti perikanan pelagis kecil di Sulawesi Selatan 

• Pengenalan tentang ecolabelling pada perikanan dan manfaatnya 
• Salah satu ecolabelling adalah Marine Stewardship Council (MSC) yang menggunakan 

tiga principles sebagai acuannya, yang salah satunya adalah tata kelola perikanan yang 
baik, yang memiliki aturan dalam pelaksanaanya. 

• Ajakan untuk menelisik ketersediaan data yang dimiliki oleh para kota/kabupaten di 
sekitar pantai timur Sumatera yang memiliki produksi cumi sebagai salah satu komoditas 
yang penting. 

• Ajakan untuk mulai mengumpulkan data perikanan cumi dan bersedia untuk turut serta 
dilibatkan apabila membutuhkan bantuan dalam identifikasi sumber daya dan 
pengumpulan data produksi. 

• Perlunya pembentukan Tim RAP3IB dengan SK dari Dinas Kelautan dan Perikanan 
Sumatera Utara. 



• FIP Cumi berhasil mempertahankan fishery rating A (advance) dengan 75% indikator 
telah terlaksana yang merupakan hasil kerja sama dari seluruh stakeholder FIP Cumi 
Medan 

• Klausul yang masih belum terlaksana berkaitan dengan pengelolaan perikanan yang 
terkait dengan ketersediaan peraturan, harvest strategy, dan harvest control rule. 

• Pelaporan ke Fishery progress yang berikutnya adalah bulan Agustus 2025 dan 
membutuhkan progress tentang keberadaan peraturan 

• MSC Assecor Asesor akan melakukan Verification of Progress (VoP) audit di bulan 
Oktober 2025 

• Berdasar pada BMT tracker terlihat ada 7 klausul yang masih berwarna merah dan kuning 
(belum sukses dilakukan) yang diharapkan sudah kuning pada pelaporan Agustus 2025 
dan hijau pada February 2026. 

• Ketujuh klausul ini terkait dengan peraturan dan strategi pengelolaan perikanan cumi 
yang sepenuhnya ada dalam kewenangan pemerintahan 

• Apabila FIP Cumi Medan berhasil mendapatkan sertifikasi ecolabelling MSC, maka akan 
menjadi cumi pertama di Asia yang tersertifikasi MSC. 

• Akhir jangka waktu FIP Cumi untuk mencapai full sertifikasi adalah Juni 2026 
Bapak Fery Sutyawan dari Direktorat PSDI, KKP menanggapi paparan dengan 

menyampaikan bahwa PSDI selalu mengikuti progress dari FIP Cumi dan team FIP Cumi selalu 
memberikan update rutin ke PSDI pula. Ecolabelling ini memang perlu jika kita ingin 
meningkatkan pemasaran produk kita. Lebih lanjut, Pak Fery mengajak tim untuk berfokus 
kepada perairan Belawan saja yang memang sudah tersedia datanya. Juga berfokus pada poin-
poin yang merah dan kuning dalam BMT yang disampaikan oleh Ibu Rosida. Pak Fery kembali 
mengingatkan bahwa MSC sebenarnya hanya memerlukan dokumen legal untuk manajemen 
pengelolaan perikanan dan tidak harus dikeluarkan oleh level menteri atau gubernur. Dokumen 
ini bisa dikeluarkan dengan SK dari Dinas KP Sumatera Utara sehingga sudah ada dokumen legal 
yang dapat ditunjukkan pada saat assessor MSC datang ke Indonesia sembari proses untuk 
Peraturan Gubernur tetap dilanjutkan. Legal dokumen yang dikeluarkan menggunakan SK Dinas 
tersebut dapat menggunakan research data yang sudah dikerjakan oleh tim FIP Cumi Medan 
selama ini. Pak Fery juga menambahkan bahwa dengan adanya efisiensi anggaran saat ini, 
kegiatan review RPP WPP 571 sepertinya belum dapat dilakukan di tahun ini. Perlu adanya 
pengkajian yang lebih detail untuk melakukan review RPP saat ini. 

Ibu Mutiara Faramitha Tarigan juga turut menyampaikan masukan dalam pertemuan ini. 
Ibu Mutiara menyampaikan bahwa terdapat beberapa daerah lain di pantai timur Sumatera yang 
secara rutin melaporkan hasil tangkapan cuminya. Di masa mendatang, daerah-daerah ini dapat 
juga dilibatkan terkait pengelolaan perikanan cumi. Namun untuk saat ini, fokusnya memang 
hanya di daerah Medan dan perlu juga melibatkan dinas terkait di Kota Medan.  

Pertemuan berjalan dengan baik dan lancar. Peserta-peserta yang hadir pada pertemuan 
secara aktif berdiskusi untuk menanggapi paparan yang disampaikan sebelumnya. Foto-foto 
kegiatan dapat dilihat pada Lampiran 5. Pertemuan ditutup pada pukul 11.35 WIB oleh Ibu Jenny 
Masniari. Rencana tindak lanjut dari kegiatan ini berupa:  

• Dokumen pengelolaan yang akan dibuat terlebih dahulu adalah pengelolaan perikanan 
cumi di perairan Belawan. Untuk pengelolaan cumi di perairan pantai timur Sumatera 
Utara akan dilakukan apabila data yang dibutuhkan sudah terkumpul. 

• Untuk persiapan pelaporan FIP Cumi pada bulan Agustus 2025, sekaligus untuk 
persiapan kedatangan assessor MSC, akan dibuatkan dokumen legal berupa dokumen 



pengelolaan perikanan cumi & strategi tata kelolanya dengan dokumen bertandatangan 
kepala Dinas Kelautan dan Perikanan Sumatera Utara terlebih dahulu. 

• Dokumen yang akan dibuat menggunakan data riset dan data tangkapan Cumi dari 
Belawan untuk pembuatan legal maka sebaiknya memakai data tersebut saja untuk 
pembuatan legal dokumen managemen pengelolaan perikanan cumi di perairan Belawan 

• PerGub dan KepGub akan terus diproses untuk memperkuat legalisasi dokumen 
pengelolaan perikanan cumi & strategi tata kelolanya beserta kontrolnya. 

• Prawira akan ke PSDI Jakarta untuk bertemu dengan Bapak Fery untuk memberikan 
progress update dan meminta petunjuk detail terkait naskah yang diharapkan dapat 
dikeluarkan oleh SK Kepala DisKP ProvSU) 

• Menyiapkan Team pembuatan RAP3IB - perlu dibentuk Tim RAP3IB dengan SK dari Dinas 
Kelautan dan Perikanan Sumatera Utara 

  



Lampiran 1. Surat undangan pertemuan Harvest Strategy dan Harvest Control Rule di Pantai 
Timur Sumatera Utara 

 





 
 

 



Lampiran 2. Agenda tentatif pertemuan Harvest Strategy dan Harvest Control Rule di Pantai 
Timur Sumatera Utara 

 
WAKTU (WIB) AGENDA NARASUMBER 

09.00 – 09.05 Pembukaan DiSKP 

09.05 – 09.10 Menyanyikan Lagu Indonesia Raya DiSKP 

09.10 – 09.15 Pembacaan Doa DiSKP 

09.15 – 09.25 Kata sambutan oleh Kepala Dinas Kelautan 
dan Perikanan Provinsi Sumatera Utara 
sekaligus membuka acara  

Kepala DisKP Prov. 
Sumut 

09.25 – 09.30 Foto Bersama DiSKP 

09.30– 09.45 Harvest strategy dan harvest control rule 
dalam pengelolaan perikanan 

FIP Cumi Medan 

09.45 – 10.00 Update program perbaikan perikanan cumi 
Medan 

FIP Cumi Medan 

10.00 – 10.30 Diskusi dan Tanya Jawab 
 

10.30 – 10.45 Rencana Aksi Pengelolaan Perikanan 
Berkelanjutan (RAPPB) di Sumatera Utara 

FIP Cumi Medan 

10:45 – 11.00 Rencana Aksi Perlindungan dan 
Pengendalian Penangkapan Cumi 
Berkelanjutan di (Pantai Timur Sumatera/ 
Perairan Belawan) 

FIP Cumi Medan 

11.00 – 11.30 Diskusi dan Tanya Jawab 
 

11:30 – 11.40 Kesimpulan dan penutup Kepala DisKP Prov. 
Sumut 

 
  



Lampiran 3. Daftar hadir pertemuan Harvest Strategy dan Harvest Control Rule di Pantai Timur 
Sumatera Utara 

 
Hadir luring 

 



Hadir daring 
 

No Nama Instansi 

1 Desrita Universitas Sumatera Utara 

2  Dinas Perikanan Kab. Deli Serdang 

3  Dinas Perikanan Kab. Serdang Bedagai 

4 Ilham Serfiansyah Direktorat PSDI, DJPT, KKP 

5 Fery Sutyawan Direktorat PSDI, DJPT, KKP 

6 Mutiara Faramitha Tarigan PPS Belawan, DJPT, KKP 

7  Bagian Perikanan Tangkap, Kab. Serdang Bedagai 

 
 
  



Lampiran 4. Bahan paparan pada pertemuan Harvest Strategy dan Harvest Control Rule di 
Pantai Timur Sumatera Utara 

  



  



  



  



 







  



 

 
 
 



 

   



   



   



   



 







 
  



Lampiran 5. Foto kegiatan pada pertemuan Harvest Strategy dan Harvest Control Rule di 
Pantai Timur Sumatera Utara 

 

    

 


